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abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian endorsement antara endorsee 
dan endorser dari perspektif hukum positif dan bentuk tanggung jawab hukum endorser atas 
kerugian yang dialami endorse dalam perjanjian Endorsement. Penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian endorsement belum diatur 
secara khusus dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, namun dapat dihubungkan den-
gan pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan ketentuan 
paling penting dalam hukum perjanjian  dan Tanggung Jawab Hukum Endorser Atas Kerugian 
Yang Dialami Endorse Dalam Perjanjian Endorsement adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dikenai Pasal 17 
ayat (1) huruf (c) dan (d) UUPK. Dengan menggunakan prinsip hukum yaitu liability on fault 
ditemukan unsur kesalahan pada endorser yaitu adanya kesengajaan atau kurang berhati-hati 
terhadap kerugian yang langsung diakibatkan oleh perbuatannya yang dapat dikenai sanksi 
berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci:  Perjanjian Endorsement, Endorser, Endorse

aBstraCt

This research aims to determine the endorsement agreement arrangements between the endorsee 
and the endorser from a positive legal perspective and the form of the endorser’s legal responsibility 
for losses experienced by the endorser in the Endorsement Agreement. This research is normative 
legal research. The research results show that endorsement agreements have not been specifically 
regulated in the Civil Code in force in Indonesia, but can be linked to article 1320 of the Civil 
Code and article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which are the most important provisions 
in agreement law and the Endorser’s Legal Responsibility for Losses Suffered by the Endorse. The 
Endorsement Agreement is based on Article 9 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer 
Protection and can be subject to Article 17 paragraph (1) letters (c) and (d) UUPK. By using 
the legal principle, namely liability on fault, an element of fault was found in the endorser, 
namely the presence of intent or lack of care regarding losses directly caused by his actions which 
could be subject to sanctions based on Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer 
Protection.
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a. PendaHuluan

Pada umumnya, pihak yang meng-endorse (pelaku usaha) akan memilih kalangan 
orang-orang terkenal seperti artis, selebgram, dan influencer. Sudah dapat dipastikan 
bahwa akun media sosial mereka memiliki jumlah pengikut (followers) yang sangat 
banyak. Sehingga ketika mempromosikan suatu roduk/jasa, maka akan cenderung 
lebih mudah dilihat bahkan dibeli oleh pengikutnya. Endorsement dapat disebut sebagai 
salah satu sistem periklanan modern di abad ke-21 ini.1 Sistem ini didasarkan dengan 
dimulainya perjanjian antara si pemilik online shop dengan selebgram yang akan 
diendorse atau dapat disebut sebagai endorser. Setelah adanya kesepakatan antara 
dua belah pihak, maka akan timbul hak dan kewajiaban yang harus dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian endorsement tersebut. 

Perjanjian endorsement sendiri tidak diatur dalam undang-undang secara khusus, 
tetapi ia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian endorsement ini dapat 
juga disebut sistem perjanjian online, karena perjanjian model ini menggunakan 
data digital sebagai pengganti kertas dan data digital itu berfungsi sebagai media dari 
perjanjian online. Salah satu keuntungan dari perjanjian online adalah meningkatkan 
skala efisiensi, terutama bagi perusahaan-perusahaan dan perorangan yang menjalankan 
aktivitas bisnis secara global.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan rambu-rambu 
mengenai klausula baku tersebut. Pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 
Pasal 18 UUPK secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi 
para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku atau klausula baku. Pasal 18 ayat 
(1) mengatur pencantuman klausula baku yang dilarang, sedangkan Pasal 18 ayat (2) 
mengatur bentuk dan format serta penulisan klausula baku yang dilarang. Selanjutnya, 
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal angka 
(10) mendefinisikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 
wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pada perjanjian endorsement ini, endorsee seringkali dirugikan akibat perbuatan dari 
endorser yang mempromosikan barang dagangan milik endorsee dengan biasa-biasa saja, 
misalnya bentuk komitmennya tidak jelas, image endorser tidak sesuai, ketenaran 
endorser tidak dikenal publik, tidak sesuai dengan brand, return on investement (ROI) 
tidak menguntungkan endorse2. Dalam hal bentuk klausula yang harus terpaksa disetujui 
oleh pengguna jasa endosement tersebut yakni misalnya Endorser berhak menunda 
dan/ atau menjadwal ulang endosement pada hari yang sama tanpa harus melakukan 
ganti rugi dalam bentuk apapun juga atas kerugian yang timbul karena penundaan dan/
atau penjadwalan ulang endorsement barang/produk. dan disisi lain bentuknya apabila 
anda sudah melakukan proses pembayaran dan mendapatkan jadwal endosement, 
namun terjadi pembatalan karena alasan apapun endorser tidak bertanggung jawab 

1  Agustrajanto, Copywriting: Seni Mengasah Kreativitas dan Memahami Bahasa Iklan, PT. Remaja Rosdakarya, 
Bandung, 2002, hlm. 4

2 https://glints.com/id/lowongan/endorse-adalah/#.ZDgV8aT7OPA diakses tanggal 13 Maret 2023
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atas segala kerugian yang ditimbulkan dari kerugian tersebut.  sehingga menghapus 
kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada konsumen.3 Selain realitas 
di atas, dalam perjanjian endorsement juga, pihak endorse hanya menerima perjanjian 
baku terkait dengan kata-kata yang dipakai dalam mempromosikan barang dagangan 
tersebut. Kedudukan yang tidak seimbang inilah dapat menimbulkan penyalahgunaan 
hak yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Penyalahgunaan hak tersebut, mengakibatkan bentuk kerugian yang dialami pihak 
endorse yakni berupa kerugian materil, fisik, maupun jiwa karena tidak terpenuhinya 
prestasi atau tidak sesuai dengan klausula perjanjian yang dibuat serta kedudukan 
endorse yang lemah. Apabila produk atau barang yang di promosikan lewat endorsment 
tidak berdampak baik terhadap penjualan barang endorse padahal penggunaan jasa 
endorser menggunakan biaya, tetapi kadang publik figur tidak maksimal dan hasilnya 
tidak sesuai ekspektasi, dapat disebabkan pada dua katagori yaitu pada wanprestasi 
dan perbuatan melanggar hukum sesuai Undang-Undang perlindungan konsumen.4 
Selain endorsee hanya dapat menerima bagaimana cara pemasaran yang dilakukan oleh 
Endorser saja, realitas pun memperlihatkan bahwa konsumen dalam transaksi bisnis 
elektronik selalu menanggung beban risiko yang ditanggung oleh produsen atau 
pelaku usaha, khusus dalam hal ini dikarenakan adanya perjanjian baku yang ditulis 
secara sepihak oleh pelaku usaha. Kedudukan yang tidak seimbang antar para pihak pun 
memungkinkan timbulnya pelanggaran atau penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh 
salah satu pihak.5 

B. metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang 
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah/norma dalam hukum positif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen 
yakni mengumpulkan ketiga bahan hukum untuk mendapatkan konsepsi teori atau 
doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual atau penelitian yang berhubungan 
dengan objek telaah penelitian ini, dapat berupa peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku, buku, karya ilmiah para sarjana, hasil pencarian dari internet serta literatur 
lainnya yang berbungan dengan penelitian. Metode penedekatan yang digunakan yaitu, 
pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Jenis dan Sumber bahan 
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder 
dan tersier. Adapun Teknik/cara memperoleh bahan hukum dan data yang digunakan 
yaitu, Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum studi kepustakaan (Library 
research). Kemudian, Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

3 http://farid-wajdi.com/detailpost/menghindari-jerat-klausula-baku  diakses tanggal 13 April 2023
4 Wibisono, Aldhy Putra, Perlindungan hukum konsumen terkait dengan endorsement di sosial media instagram, 

National Conference on Law Studies (NCOLS). Vol. 2. No. 1, hlm. 39
5 Imam Sjahputra, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, PT. Alumni, Bandung 2010, hlm 1

http://farid-wajdi.com/detailpost/menghindari-jerat-klausula-baku
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C. PemBaHasan

1. Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Endorsement antara 
Endorse dan Endorser

Dalam perjanjian endorsement dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk baru pada 
hukum perjanjian, sehingga perjanjian endorsement memiliki karakteristik yang berbeda 
jika dibandingkan dengan jenis perjanjian pada umumnya. Asal kata endorsement 
adalah endorce yang memiliki arti memberi saran atau mendukung. Pengertian endorser 
sendiri menurut Terence Shimp yaitu pendukung iklan atau yang dikenal juga sebagai 
bintang iklan dalam mendukung iklan pro dukungan. Definisi lain, endorser adalah 
orang yang terlibat dalam proses komunikasi untuk melakukan penyampaian pesan 
pemasaran produk, dengan secara langsung atau tidak langsung.  Sedangkan endorse 
merupakan pihak yang menjadi konsumen atau penerima manfaat dari jasa promosi 
dan  iklan dari endoser. 6

Endorsement memiliki arti sebuah dukungan dari tindakan atau support sebagai 
bentuk persetujuan terhadap sesuatu.7 Sehingga perjanjian Endorsement merupakan 
suatu perjanjian antara dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat 
kesepakatan guna mencapai suatu prestasi. Suatu perjanjian endorsement yaitu 
perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan pemberi pelayanan jasa endorse. Kaitannya 
dengan perjanjian Endorsement, maka perjanjian endorsement dapat dibagi menjadi 4 
(empat) bagian sebagai berikut, yakni8:
1. Organization Endorsement
2. Expert Endorsement 
3. Consumer Endorsement 
4. Celebrity Endorsement. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan perjanjian adalah “persetujuan tertulis 
atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat 
akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Pasal 1313 KUH Perdata 
menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.9 

Pada perkembangannya dewasa ini, sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis 
berbentuk perjanjian baku/perjanjian standar (standard contract). Kontrak standar 
adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan dalam bentuk formulir-
formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, 
serta ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang 
dimiliki oleh konsumen10 Berdasarkan namanya, kontrak dibagi menjadi dua yaitu 

6  Riyo Mulyo,”Endorser Sebagai Affirmative Action dalam Komunikasi Bisnis”, (Online) http://jurnal.unmer.ac.id/
index.php/n/article/, diakses pada 18 Oktober 2018, pukul 13.20 WIB. 

7 https://kumparan.com/sociabuzz-blog/pengertian-endorseendorse adalah/full%20diaksees%20pada%2019%20
April%202020%20Pk.%2015.44 diakses pada tanggal 6 Agustus 2023

8  Ni Made Rai Dwikayanti, Ni Putu Purwanti, “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Jasa Endorse dalam Perjanjian 
Endorsement” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 5, Tahun 2021, hlm. 752.  

9 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUH Perdata)”. Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 05, Nomor 01, 
2012, hlm. 3. 

10 https://www.rahlawfirm.com/kontrak-standar-dan-perlindungan-konsumen/, diakses pada tanggal 21 Juli 2023, 
pukul 20.28.

https://kumparan.com/sociabuzz-blog/pengertian-endorseendorse%20adalah/full%20diaksees%20pada%2019%20April%202020%20Pk.%2015.44
https://kumparan.com/sociabuzz-blog/pengertian-endorseendorse%20adalah/full%20diaksees%20pada%2019%20April%202020%20Pk.%2015.44
https://www.rahlawfirm.com/kontrak-standar-dan-perlindungan-konsumen/
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Nominat (bernama) dan Innominat (tidak bernama). Kontrak nominat adalah kontrak 
sewa-menyewa, tukar menukar, jual beli, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam 
meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang dan perdamaian. Adapun kontrak 
innominat adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. 
Jenis kontrak ini belum tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata. Yang 
termasuk dalam kontrak ini misalnya leasing, sewa-beli, keagenan dan lain-lain.11

Perjanjian endorsement sendiri tidak diatur dalam undang-undang secara khusus, 
tetapi ia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga perjanjian ini termasuk 
kedalam kontrak Innominat (tidak bernama). Perjanjian endorsement ini dapat juga 
disebut sistem perjanjian online, karena perjanjian model ini menggunakan data digital 
sebagai pengganti kertas dan data digital itu berfungsi sebagai media dari perjanjian 
online. Salah satu keuntungan dari perjanjian online adalah meningkatkan skala 
efisiensi, terutama bagi perusahaan-perusahaan dan perorangan yang menjalankan 
aktivitas bisnis secara global.

Munculnya kontrak standar dalam lalu lintas hukum dilandasi oleh kebutuhan akan 
pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi, oleh karena itu sifat 
utama dari kontrak standar adalah pelayanan yang cepat terhadap kegiatan transaksi 
yang berfrekuensi tinggi, walaupun mungkin konsumen yang akan melakukan 
hubungan hukum adakalanya tidak sempat mempelajari syarat-syarat perjanjian dalam 
kontrak standar tersebut. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu 
perjanjian tertulis yang isinya telah dibuat atau diformulasikan oleh satu pihak dalam 
bentuk formulir-formulir atau dokumen yang sudah jadi.36

Hal inilah yang terjadi dalam perjanjian endorsement, dimana salah satu pihak yakni 
endorser sebagai pembuat perjanjian baku dalam perjanjian endorsement. Perjanjian 
endorsement belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, 
namun dapat dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata yang merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian. Pasal 
1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya  suatu perjanjian, yaitu:
1. Adanya kata sepakat
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Terdapat suatu hal tertentu
4. Terdapat kausa yang halal 

2. Bentuk tanggung jawab Hukum Endorser atas Kerugian Yang dialami En-

dorse dalam Perjanjian Endorsement

Hubungan hukum antara endorser dan endorse adalah adanya perjanjian endorsement 
yaitu perjanjian kerjasama antara endorse dan endorser sebagai pelaku usaha dan 
konsumen yang memberikan jasa endorsement sehingga menyebabkan munculnya 
perikatan.12 Perikatan ini menyebabkan munculnya hak dan kewajiban antara endorse 
dan endorser dalam hal untuk memberi dan menerima prestasi yang telah terikat 
suatu hubungan hukum. Endorse akan melakukan kerjasama dengan endorser untuk 

11  Azahery Insan Kamil dkk. “Hukum Kontrak dalam Perjanjian Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Berna-
ma dengan Perjanjian Tidak Bernama)”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, Nomor. 2, Agustus 2014, hlm. 1-2. 

12  Anak Agung Ayu Diah Pradnya Paramitha, Pande Yogantara, “Perlindungan Hukum bagi Selebgram yang Melaku-
kan Promosi terhadap Barang dan Jasa Milik Pelaku Usaha”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 3, hlm. 35.  
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mempromosikan barang milik endorse dan ketika endorser sudah melakukan kerjasama 
dengan endorse maka muncul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. 
Hak yang diterima oleh endorse yaitu terjualnya barang oleh endorser dan endorse 
mendapatkan keuntungan dari endorsement. Adapun endorser memiliki hak untuk 
mendapatkan upah dari jasa endorsement yang dilakukan.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Didasarkan Pada 
Buku III KUHPerdata Gugatan terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merugikan 
konsumen, dapat didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: 
Tanggung jawab Karena Wanprestasi dan Tanggung Jawab Karena Kesalahan Tanggung 
jawab karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 
KUH. Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Jika konsumen mengajukan ganti kerugian dengan menggunakan kualifikasi 
perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka harus dipenuhinya unsur-unsur 
perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha. Unsur-unsur 
perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
1365 KUH.Perdata, antara lain: Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan 
hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya ganti kerugian.

Disisi lain kaitannya dengan konumen, jika promosi yang disampaikan Endorser 
bertentangan dengan Undang-Undang dan menimbulkan akibat hukum yaitu promosi 
dengan cara testimoni atau endorsement, maka mempunyai potensi untuk dimintai 
pertanggungjawaban dan dapat berlaku pasal 1365 KUHPer sebagai perbuatan melawan 
hukum sebatas iklan yang memuat informasi yang salah, keliru, tidak benar, tidak jujur, 
dan tidak jelas, hal ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Apabila promosi hanya berupa mengunggah gambar dan/atau video yang telah 
disediakan oleh pemilik produk atau pelaku usaha, maka konsumen tidak dapat meminta 
ganti rugi kepada Endoser. Selanjutnya, kaitan dengan Endorser yang melakukan promosi 
menyimpang dari ketentuan perlindungan konsumen maka pertanggungjawaban yang 
dapat dijatuhkan adalah liability base on fault dengan menyatakan bahwa Endorser 
tidak memperhatikan asas keadilan yakni hak konsumen serta asas keamanan dan 
keselamatan konsumen. Prinsip ini relevan karena konsumen mengalami kerugian 
bukan karena barang yang dihasilkan oleh Endorser, melainkan produk dari pelaku 
usaha yang dipromosikan oleh Endorser. 

Bentuk pertanggungjawaban ini pula lebih menekankan terhadap unsur kesalahan 
yang dilakukan oleh Endorser. Dengan menggunakan prinsip liability on fault maka 
terlebih dahulu dicari unsur kesalahan yang menyebabkan suatu hal terjadi. Kesalahan 
Endorser adalah kesengajaan atau kurang berhati-hati terhadap kerugian yang langsung 
diakibatkan oleh perbuatannya, lain halnya dengan kesalahan pelaku usaha, ia adalah 
seorang yang dalam hal ini berbuat menyuruh influencer untuk bekerja, perbuatan 
menyuruh ini sepatutnya harus disertai kewaspadaan secukupnya. Hal ini juga telah 
menjadi resiko bagi pelaku usaha, yaitu kerugian tanpa kesalahan dalam pengertian 
hukum merupakan kerugian yang diderita oleh seseorang, tetapi pembayaran ganti rugi 
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tidak dapat dibebankan kepada orang lain karena tidak ada orang lain yang merupakan 
timbulnya kerugian. 

Secara praktis, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang 
berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Ketentuan ini juga sejalan 
dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas audi et alteram partem atau asas 
kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Apabila Endorser terbukti 
bersalah memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan saat mempromosikan 
produk di media sosialnya dapat dikenai Pasal 17 ayat (1) huruf (c) dan (d) UUPK 
yang menyatakan: “… memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai 
barang dan/jasa; tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/
atau jasa:..”, mengenai sanksi dari pelanggaran pasal tersebut maka influencer dapat 
dikenakan Pasal 62 UUPK. Disamping itu, Endorser juga dapat membuktikan apakah 
memang kerugian yang dialami konsumen tersebut mutlak karena kesalahanya atau 
bukan dengan menggunakan prinsip pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 28 
UUPK, hal ini juga dapat dikenakan terhadap sengketa antara influencer dengan pelaku 
usaha. Pelaku usaha pun demikian dapat membuktikan apakah memang kerugian 
yang dialami konsumen karena produknya atau bukan berdasarkan pasal 6 huruf (c) 
dan (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi hak pelaku usaha 
untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa 
konsumen dan hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan ada dua aspek pertanggungjawaban 
pada sengketa pertanggungjawaban pada sengketa konsumen, yaitu pertanggungjawaban 
secara pidana yang timbul karena iklan yang berisi kebohongan itu dapat dikategorikan 
sebagai perbuatan pidana penipuan dan pertanggungjawaban secara perdata yang 
timbul karena adanya suatu kerugian pada konsumen dan produsen bertanggung gugat 
atas kerugian yang timbul itu.13

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori 
yaitu kerugian yang diderita oleh dirinya sendiri dan kerugian yang diderita oleh harta 
bendanya. Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang dibayar, pada dasarnya harus 
berpegang pada asas bahwa ganti rugi yang harus dibayar sedapat mungkin membuat 
pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian. 
Berdasarkan penjelasan diatas, permasalahan influencer melakukan wanprestasi dapat 
dituntut oleh pelaku usaha dalam bentuk ganti rugi pengembalian barang atau produk 
milik pelaku usaha serta biaya-biaya lainnya apabila teguran dari pelaku usaha tidak 
diindahkan oleh endorser.

Pengaturan terhadap perjanjian Endorsement dalam hal endorser mempromosikan 
produk milik pelaku usaha yang menyimpang dari Perlindungan Konsumen, memiliki 
tanggung jawab berdasarkan Pasal 9 UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan dapat dikenai Pasal 17 ayat (1) huruf (c) dan (d) UUPK. 
Dengan menggunakan prinsip hukum yaitu liability on fault ditemukan unsur kesalahan 
pada endorser yaitu adanya kesengajaan atau kurang berhati-hati terhadap kerugian 

13 Aris P. A. Santoso, dkk, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif), Yogya-
karta: Tim Redaksi, hlm. 13.
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yang langsung diakibatkan oleh perbuatannya yang dapat dikenai sanksi berdasarkan 
Pasal 62 UUPK.

d. KesimPulan

Perjanjian endorsement tidak diatur secara khusus dalam sistem hukum yang di 
Indonesia, namun mengacu dan tunduk pada KUH Perdata Pasal 1320 dan 1338 KUH 
Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hak-haknya sebagai 
konsumen. Bentuk tanggung jawab hukum endorser atas kerugian yang dialami endorse 
tunduk pada tanggung jawab dirinya sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam 
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang 
mengatur tanggung jawab pelaku usaha. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku 
usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau 
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau yang 
diperdagangkan. Hubungan antara endorse dan endorser dalam pasal tersebut adalah 
hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini di pertegas kenapa 
Endorser tunduk pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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